
POLITIK ANGGARAN PEMERINTAH 
DAERAH BERBASIS KEPENTINGAN 

MASYARAKAT 
 

(Studi Kasus Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 (APBD) Kota Malang Tahun 2008) 

 

 

 

SKRIPSI 
Diajukan untuk menempuh 

 Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi 
Universitas Brawijaya 

 

 

 

 

FITRI CITRAWATI 

NIM: 0510313060 
 

 

 
 

 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH 

MALANG 
2009 



ii 
 

MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No Cause Something Is Difficult  So We Not 

Brave, But Cause We Not Brave Make It 

Difficult... 

Bukan karena sesuatu itu sulit sehingga kita tidak 

berani, tapi karena kita tidak berani maka ia sulit. 

 

Jika kita terus melakukan apa yang sedang kita 

lakukan, kita akan terus mendapatkan apa yang kita 

dapatkan. 

 

Tidak ada jaminan keberhasilan, namun tidak 

mencobanya adalah jaminan kegagalan. 
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MOTTO 
 

 
 

“ Menjadi yang terbaik lebih penting daripada yang 

pertama “ 

( Bill Gates, Pendiri Microsoft) 

 

 

“ Kesempatan akan datang bagi mereka yang 

menunggu, namun kesempatan akan selalu bersama 

dengan mereka yang giat “ 

( Abraham Lincoln) 
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ABSTRAK 
 

       Citrawati, Fitri. 2009. Politik Anggaran Pemerintah Daerah Berbasis 
Kepentingan Masyarakat. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik. Pembimbing, 
(1)_Drs. Bambang Santoso Haryono, M.S, (2) Drs. Trilaksono Nugroho, M.S. hal 
150 + xvii 
 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan peneliti mengenai APBD 
yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 
2003 yaitu APBD sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang digunakan 
untuk memenuhi kepentingan masyarakat pada suatu daerah. Penelitian ini 
bertujuan untuk membahas tentang “Politik Anggaran Pemerintah Daerah 
Berbasis Kepentingan Masyarakat pada APBD Kota Malang”. permasalahan yang 
ingin diketahui dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penyusunan APBD 
Kota Malang yang berbasis pada kepentingan masyarakat, Bagaimana peran pihak 
terkait dalam penyusunan APBD Kota Malang yang berbasis kepentingan 
masyarakat, Apakah APBD Kota Malang sudah menunjukkan politik anggaran 
yang berbasis pada kepentingan masyarakat serta faktor yang mendorong dan 
menghambat politik anggaran Kota Malang yang berbasis kepentingan 
masyarakat. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Metode ini menggunakan sumberdata primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 
data dengan wawancara dan dokumentasi, instrumen yang digunakan yaitu 
pedoman wawancara, catatan lapangan, peneliti sendiri. Metode analisa dan 
intrepetasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum politik anggaran 
pemerintah daerah kota Malang sudah menunjukkan atau berbasis pada 
kepentingan masyarakat, hal ini terbukti bahwa dalam APBD tercermin 
kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. 
Namun, jika diperinci secara lebih konkrit terdapat kasus yang masih belum 
mencerminkan keefektifan alokasi anggaran. Pos anggaran yang menjangkau 
wilayah kepentingan masyarakat belum maksimal. Masih banyak terdapat belanja 
yang seharusnya lebih diuutamakan tetapi anggarannya lebih sedikit. Selain itu 
dalam penyusunan APBD peran masyarakat masih belum dimaksimalkan, hal ini 
terlihat dari peran masyarakat terbatas hanya sampai musrenbang. Belum 
sinergisnya antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat terlihat dari 
Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan APBD tidak transparan dengan 
masyarakat. Adapun faktor pendorong antara lain apa yang diinginkan masyarakat 
sudah tercermin dalam APBD. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya 
partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD sampai pengesahan. Pemerintah 
Daerah dan DPRD tidak transparan terhadap masyarakat. Alokasi anggaran masih 
lebih pada pembelanjaan aparatur dan birokrasi. 
 Melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa hal 
yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat Kota 
Mlang untuk mengoptimalkan politik anggaran berbasis kepentingan masyarakat, 
diantaranya adalah melibatkan penuh masyarakat dari penyusunan sampai 
pengesahan APBD, meningkatkan SDM aparatur baik Pemerintah Daerah maupun 
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DPRD agar dapat melakukan perencanaan APBD sesuai kepentingan masyarakat, 
sinergis antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat agar nantinya pos 
anggaran benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat. 
 
Kata Kunci: Politik Anggaran Pemerintah Daerah  
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SUMMARY 

 
       Citrawati. Fitri. 2009. Budget Politics of Local Government Based on 
Society Importance. Thesis. Public Administration Department. Supervisor: 
Bambang Santoso Haryono. Co-supervisor: Trilaksono Nugroho. 150 
pages + xvii 
  
 The research is based on the observation of researcher about APBD 
that is estimated big Local Government based on rule No.17 Act 2003 this 
is APBD as the form of region management that is used for fulfill the 
society importance of a region. The purpose of this research to discuse 
society importance on APBD Malang Regency City. The problem that will 
be found in this research is How is the arrangement of APBD of Malang 
City which based on society importance. Has the APBD of Malang shown 
budget politics that based on society importance and also tahat support 
and persue the budget politics of Malang based on society imporrtance. 
 The reseacher used qualitative methode by using descriptive. This 
method use primary data and secondary data the many of collecting data 
by interviewing and documents. The instrument that in use, based on 
interview, field research, the researcher herself, the analysis method and 
data intrepretation that cruer data and data reduction, data presentation, 
conclution. 
 The result of the research shows that in general, budget politics of 
local government of Malang City has shown the society importance. It is 
proof that in APBD show the opinion of society importance in the field of 
education, helath and infrastructur. But if we look in detail there is still 
something that doesn’t show the effectiveness of budget yet. The budget 
that reach society importance area is not maximum. There is still much 
budget that mix be more importance but it gets less. Moreever in planning 
the budget the role of society is not maximum yet. It can be seen from the 
role of siciety. Beside that there is still gab between local government and 
DPRD and society. It can be seen from the arrangement APBD between 
Local government and DPRD is not transparan to society. 
 There is support example what the society want, has shown in APBD. 
Then factor persue budget politics is lack of society role participation in 
planning APBD. Local government and DPRD are not transparant, do not 
tell the truth to society. Budged allocation is bigger in for beureoucracy 
and aparatur. 
 Knowing the research result that is done by reseacher, so there is 
something that can be done by local government, DPRD and society  of 
Malang to be optimal in budged Politics based on society importance. 
Involving the society in planning and legalizing APBD. Increase the 
human resource, apparatur local government and DPRD in order to be able 
to do the planning of APBD. That fix with the society importance, 
suppervising well, between eksecutive and legislative and society in hope 
the budged is really for the society importance. 
Keywords: budget Politics of Local Goverment 
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